
		

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Rudi Anto Sinaga
NPM :235114193

Kebijakan tindak pidana lalu lintas oleh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas dapat dijerat sanksi pidana, namun dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui diskresi tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak, untuk  mengetahui pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak, untuk  mengetahui hambatan dan upaya kepolisian dalam melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pengaturan diskresi tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah dengan penerapan model restorative justice terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian lalu lintas Polsek Indrapura sudah menerapkan model restorative justice dalam bentuk pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu mediasi terhadap korban dalam menangani perkara anak sebagai pelaku laka lantas. ADR ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian dari model restorative justice. Hambatan kepolisian dalam melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di jalan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Lalu Lintas, Anak.


[image: 2026-01-31 15-52-41_0046].







[bookmark: _GoBack]


image1.jpeg
ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF THE COUNTERMEASURES AGAINST TRAFFIC
ACCIDENT CRIMES COMMITTED BY CHILDREN RESULTING
IN THE DEATH OF VICTIMS
RUDI ANTO SINAGA
NPM: 235114193
The criminal policy on traffic violations committed by children in Indonesia is regulated
under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA).
Children who commit traffic crimes may be subjected to criminal sanctions, but with due
regard to protection and the best interests of the child. The objective of this research was 1o
examine the discretion in traffic violations resulting in the loss of life committed by children,
to identify the implementation of police discretion in traffic crimes that result in fatalities
committed by children, and to identify the obstacles and efforts of the police in exercising
discretion in such cases. This research applied normative and empirical legal methods. The
results of this research showed that the legal basis for the use of discretion in traffic crimes
causing death committed by children is regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number
2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, which stipulates that for the public
interest, police officers may act on their own judgment when exercising their duties and
authorities. The implementation of police discretion in such cases involved the application of
a restorative justice model to children within the criminal justice system. The Traffic Unit of
Indrapura Police Sector has applied restorative justice through the practice of Alternative
Dispute Resolution (ADR), particularly through mediation with the victims in handling
child-perpetrated traffic accidents. This ADR approach represents the embodiment and
implementation of the restorative justice model. The obstacles encountered by the police in
Iving, discretion in “these cases include the option between imprisonment and fines.
ublic, including underage offenders, tend to prefer paying fines, which
edetekrent effect and contributes to the perception of police officers as adversaries
d It l knowledge and understanding of road regulations among children.
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